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Menimbang : a ktur sang ing artinya dalam

ju % kelanc serta  kelanjutan

atasan kemampuan keuangan
terus meningkatkan pelaksanaan
diperlukan  langkah-langkah  guna

badan usaha swasta dalam pembangunan

1S \ Yadn infrastruktur, dalam suatu kerjasama yang erat
@ X\ Mntah dan badan usaha swasta;
c. bahwa untuk memberikan landasan yang jelas bagi keikutsertaan

tersebut, dan memberikan arahan agar kerjasama tersebut tetap
menjamin terwujudnya kesgahteraan rakyat, dipandang perlu
menetapkan ketentuan tentang keikutsertaan badan usaha swasta

tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tim Evauasi
Pengadaan;

MEMUTUSKAN: ...



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KERJA@A
DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM P
ATAU PENGELOLAAN INFRASTRU R.

Pasal 1

Dalam pelaksanaan pem X dan atau I infrastruktur

Pemerintah dapat me% %adan % asta yang berbentuk
<2

&@%%@

. Transmisi dan pendistribusian gas alam;

3. Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta

pengangkutan hasil-hasil olahan tersebut;

4. Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi,  distribus

atau pengolahan air bersih;
5. Pengelolaan air limbah dan sampah;

6. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan

angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api;

7. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau

danau, lapangan terbang dan bandara;

8. Pengadaan ...
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8. Pengadaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi;

(2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang jenis-jenis

kegiatan disetiap bidang sebagaimana di a (1),
ditetapkan dengan K eputusan Presi d&&
Pasal 3

Pengikutsertaan badan u@aﬂa dalam unan dan atau

&an d uk kerjasama yang

didasarkan aIaspri QrNSIP; %s

1. tetap sar @n‘ O.Q'

4. semakin mendorong pertumbuhan ekonomi;

5. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih
besar kepada masyarakat;

6. proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang
terbuka dan transparan, sehingga mendorong  semakin

berkembangnyaiklim investas;

7. tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan

sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia.

Pasal 4 ...
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Pasal 4

(1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasio etua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional deng hatikan
pertimbangan Menteri/Pimpinan Lem ng jawab
pembangunan infrastruktur, eserta urutan
prioritas  proyek-proyek bangun infrastruktur

pel aksanaan pembangunan dan gelolaannya dapat dilakukan

dengan menglkutsert @dalam bentuk

Ialnnya yang tidak
g maksud dalam ayat (1),

Rencana proyek pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur
sebagaimana dimaksud dalam Pasad 4 ayat (1) digukan
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek kepada
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dengan disertai:
1. Studi prakelayakan proyek yang bersangkutan;

2. Penilaian tentang kelayakan proyek dan keikutsertaan badan usaha
swasta melalui kerjasama yang mencakup aspek-aspek
sosial-budaya, ekonomi-keuangan, politik dan pertahanan keamanan
negara;

3. Rencana...
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3. Rencana dan sumber pembeayaan proyek;

berupa

pembangunan dan pengelolaannya ataukaly Y3 pada

pengelolaan saja, berikut alasannya;
5. Rencana penawaran kerjasama yang m al, proses dan

cara penilaiannya;

4. Penjelasan mengenai  lingkup kerjasama, ap

6. Kelengkapan data lain g dit jut oleh Menteri
Negara Perencan angunan /Ketua Badan
Perencanaan Pem

(1) ter&za Pembangunan Nasional/Ketua Badan

bag nan Nasiona menetapkan proyek-proyek

(2) Daftar
dalam ayat (1) dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan

oyek Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud

kepada masyarakat.

Pasal 7

(1) Penawaran kepada badan usaha swasta untuk ikut serta dalam
pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilakukan secara
terbuka oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab

proyek pembangunan infrastruktur yang bersangkutan;

(2) Dengan ...
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(2) Dengan memperhatikan ciri dan sifat serta tingkat kesulitan proyek,

dalam rangka penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung | ek dapat
menyelenggarakan pra kualifikasi b dengan
mempertimbangkan antara lain:

proyek

g sgenis, dengan

a. pengaaman dalam peng
referensi yang diperlukan;

b. prestasi dan kinerja
tersebut huruf &

yang menyangkut aspek

dan lain-lain  maupun

(1) Bentuk dan pelaksanaan penawaran berikut tatacara penilaiannya,
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dilampirkan dalam

Keputusan Presiden ini.

(2) Penilaian terhadap penawaran dilakukan oleh Menteri/Pimpinan
L embaga selaku penanggung jawab proyek;

Pasal 9 ...
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Pasal 9

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pena@ggu@ proyek
mengajukan hasil penilaian beserta seluru awaran
secara lengkap dengan disertai p at % mbangannya
kepada Menteri Koordinator Bidang nomi; Keuangan dan
Pengawasan Pembangunan sel etua Tim Evaluasi Pengadaan
sebagaimana dimaksud dalam K Presi omor 6 Tahun
1995 tentang Tim Eval adaan @

(2) Tim Evauas Peng . ?kukan |!:an dan mengambil
keputusan al-keten utusan Presiden Nomor 6
Tahun 19 %

jawab yek dengan sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip
sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini  beserta

lampirannya.

(2) Perjanjian kerjasama memuat setidaknya ketentuan:
a. lingkup pekerjaan;
b. jangkawaktu;

c. tarif pelayanan, dalam hal kerjasama menyangkut kegiatan

pengel olaan infrastruktur;



. pemutusan atau pengakhiran

. pengembalian infr tur

(3) Dalam kaitann
(HAKI)
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. hak dan kewagjiban, termasuk resiko yang harus dipikul

pihak-pihak;

. sanksi dalam ha pihak-pihak  tidak™ i “ketentuan

. penyelesaian perselisihan;

p nya kepada
Pemerintah atau B QaMiIik N an Usaha Milik
Daerah.

HAKI dalam pembangunan dan atau pengel olaan infrastruktur;

. Sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya

gugatan atau tuntutan sebagai mana dimaksud dalam huruf b:

1) kelangsungan pembangunan dan atau  pengelolaan
infrastruktur tetap dapat dilaksanakan;

2) mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap
dapat berlangsung.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

NG
(1) Dalam hal rencana pembangunan d F%ﬂ Infrastruktur
tersebut merupakan proyek Pemerintah D , maka:
a. rencana kerjasama, penawar%enilai a tetap dilakukan
sesuai dengan ketent%put resi d@

otmana (G d daam Pasa 10

K Raerah Tingkat | atau
a%) Daerah Tingkat Il yang

@ encana kerjasama yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang
Saham, penawaran dan penilaiannya tetap dilakukan sesuai

dengan ketentuan Keputusan Presiden ini;

b. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasarnya.

Pasal 12 ...
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Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan kerjasama pengelo@an c’-" ut tarif
pelayanan, maka sesuali dengan prinsip-prinsip A -l maksud
dalam Pasal 3, penentuan tarif terseb eta% Intah sesuai
dengan ketentuan Undang-undang yang berl

N
S

Menteri Negera Pe e«;,% Pemb nap Nasional/Ketua Badan
Perencanaan . Nasi onitor dan mengevauasi
pel %a %an badan usaha swasta dalam
p angz% atau infrastruktur agar berjalan sesual
enganketentuan

residen ini.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan
Presiden ini ditetapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/K etua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan
Pembangunan selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan, masing-masing

sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15 ...
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Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatangggl dite

Ditetapk Jak
padatanggal 1 uar1998
PR EN REPUBLIK INDONESIA
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 7 TAHUN 1998
TANGGAL: 12 JANUARI 1998

<
TUAN PROYEK KERJASAMA DAN PEMILIHAN K A

1. Kewagjiban Penanggung jawab/departemen teknis yang b gkutan:

(1) Penanggung jawab wajib melaksanakan, engatur pelaksanaan pra studi
kelayakan bagi tiap proyek yang<akan di epad an Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bapp k dipertim ercantum dalam

Daftar Proyek Pembangunan
(2) Sebelum mengajukan p

>0

apakah pra studi

tur. @

ng jawab wajib menilai

memenuhi persyaratan yang

Anadlisa Keuangan yang sesuai dengan ruang lingkup proyek dan

masyarakat yang akan dilayani;

Identifikasi dan spesifikasi rancangan dan standar kinerjayang memadai;

Identifikasi lengkap atas kawasan dan masyarakat yang akan dilayani oleh

proyek;

Identifikasi lokasi proyek harus sesuai dengan rencana tata ruang yang

berlaku;

. Andisa permintaan yang sesuai dengan ruang lingkup proyek dan
masyarakat yang akan dilayani oleh proyek;

. ldentifikasi yang jelas dan perkiraan pembiayaan yang sesuai dengan
seluruh langkah-langkah pembangunan proyek, termasuk diantaranya

subsidi, kontrak dengan pihak pemerintah, dan konsesi keuangan;
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i. Pertimbangan lingkungan yang memenuhi ketentuan serta identifikasi

langkah-langkah antisipasif yang sesuai untuk mengat ua dampak
negatif dari proyek; S
j. Pengkajian aspek sosia yang mendalam mengenal in duduk

dan kompensasi kepada masyarakat yang ter pr
k. Jangka waktu pelaksanaan, yang dinilai cukup ai dengan ruang
lingkup dan tingkat kesulitan proyek;
|. ldentifikas manfaat ekonon&n den empergunakan

metodologi yang tepat;
m. Kgjian yang memberikan :u'l , &rena p@s&bm menarik bagi

<

pihak swasta;

n. Semua persetuju kan j\prasyarat pelaksanaan proyek,
termasu ;%s an agkungan, pengaturan pemindahan
penduduk yma pr@uw PKLN, izin pemerintah; dan

an
0. ode pding tepat menyeleksi pihak swasta (baik penawaran

0 itif satu n\x\u@‘ kompetitif dua tahap, atau penawaran

etitif  yapg \ghisedérhanakan), dan justifikas atas metode yang

ewajiban Bappenas:

(1) Memeriksa apakah semua usulan proyek-proyek tersebut disertai dengan pra
studi kelayakan. Usul proyek yang akan dipertimbangkan hanya yang sudah
dilengkapi dengan pra studi kelayakan.

(2) Meninjau kembali atau mengatur peninjauan pra studi-studi kelayakan secara
independen, dan mempelgari dokumen pendukung. Peninjauan tersebut
dilaksanakan untuk menentukan apakah pra studi-studi kelayakan tersebut telah
memenuhi persyaratan sebagaimana yang diuraikan di atas.

(3) Memberikan masukan kepada penanggung jawab apakah usulan-usulan proyek
tersebut dapat dimasukkan atau tidak ke dalam Daftar Proyek (Kerjasama)
Pembangunan infrastruktur. Jika belum dapat dimasukkan ke dalam daftar,
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Bappenas dan penanggung jawab dapat bekerja sama untuk melengkapi usulan
tersebut agar dapat dipertimbangkan.

(4) Bappenas akan memasukkan usul yang sudah memenuhi persyaratan ke dalam
Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur. S

(5) Bappenas memperbaharui dan menerbitkan secara ber ek yang
disetujui dan menyediakan selinan daftar proy oy |Setujui kepada

pihak yang memerlukan.

3. Proyek yang bernilai Rp. 50 milyar atau Ieb'?%ajib melalui proses penawaran
terbuka

4. Proyek dengan spesifikasi teknis yang |proses den aran satu tahap.

ntuk oyek=proyek besar yang

perl angkan, dimana:
, - kurang lengkap untuk suatu
N

5. Penawaran dua tahap akan

membutuhkan spesifikasi te

(1) Spesifikasi teknis .'g'is SE

penawaran I, &
mengevaluasi proposaltek
at | dari satu k

tuk menggug

1. Penanggung jawab akan menilai semua calon yang potensil berdasarkan prosedur
prakualifikasi sebagai berikut:

(1) Sebelum melaksanakan prakudlifikasi, penanggung jawab mengundang
calon-calon yang berminat melalui iklan. lklan ini harus dengan jelas
mengindikasikan:

a. Nama, dan lokasi proyek;

b. Nama, alamat, nomor telepon dan faksimile dari penanggung jawab;

c. Namadari orang yang dapat dihubungi dan di mana dokumen prakualifikasi
dapat diperoleh;
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d. Waktu dan tanggal dari penutupan prakualifikasi dan prosedur bagi calon

peminat untuk menyerahkan permohonan prakualifikasi; d

e. Ketentuan apakah penawaran dilakukan berdasarkag Sis ‘n
dua tahap.

(2) Dalam tempo tujuh hari setelah penerim erm prakualifikasi,
penanggung jawab mengiklankan undangan melalui ia wiassa yang mudah

diperolah.

(3) Sesudah penanggung jawab meng enawar potensil,
penanggung jawab wajib meny dokum as untuk pihak
yang berminat. Dokument &gldlk ik

a. Namadan lokasi proy @
. Ruang lingkup d \)- tersebut;
Nama, telepon d e dari penanggung jawab;
an t:]&enutup fikas (tidak kurang dari 60 hari sejak
prosedur yang harus dilalui pihak swasta

onhan prakudlifikas.
gis dokumen prakualifikasi, mengena hal-hal

o o T

a~ Pengalaman di sektor tersebut;
b. Kinerja dalam proyek yang sama, termasuk referensi dari klien yang
terdahulu untuk proyek sgjenis;
c. Pengalaman sgjenis pada kondisi geografi, topografi dan iklim yang sama;
d. Kapasitas yang berhubungan dengan personalia dan peralatan; dan
c. Kemampuan keuangan untuk melaksanakan proyek.
(5) Penanggung jawab wajib menyelesaikan prakualifikasi terhadap penawar
potensil dalam jangka waktu 30 hari setelah penutupan tanggal prakualifikasi.
(6) Penanggung jawab akan mengevaluasi apakah calon potensil akan sanggup
melaksanakan proyek sesuai kriteri kualifikas dengan menilai antara lain:
kriteria butir (4) serta pengaturan organisas dan manaemen, termasuk

perusahaan pendukung (sub kontraktor, sub konsultan, dll).
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(7) Penanggung jawab wajib memberitahukan secara tertulis semua penawar

potensil yang lulus prakualifikasi dan dalam waktu bersamaan beritahukan
kepada penawar yang tidak lulus prakualifikasi beri ku&al anggung
jawab menyediakan salinan pra studi kelayakan proyek peserta

yang lulus prakualifikasi.

(8) Penawar yang didiskualifikas dapat memohon\ kep Tim Evauas
Pengadaan (Keppres No. 6/95) atas k san penariggung jawab dalam
mendiskualifikasikan permohonan frakualif erek ohonan tersebut

harus sudah diterima Tim Eval adaan dal waktu 15 hari

sesudah penawar potensil Ménerinia eputusan (fien aifikasian itu dari

penanggung jawab. Tim Eyal g ryemberikan keputusan atas
permohonan tersebu kemudian. Keputusan Tim
Evaluas

mengikat.

(9) ggun

a
en

sanakan
1) apkan kriteria dan spesifikasi teknis secara jelas yang menunjukkan

persyaratan minimum atas operasi dan kinerja dari proyek, serta meminta agar
calon yang telah lulus prakualifikas supaya mengajukan proposal teknis.

(2) Membahas proposal teknis tersebut dengan para peserta prakualifikas
berdasarkan standar dan parameter teknis proyek, dan

(3 Mengundang peserta prakualifikass untuk menyerahkan penawarannya
berdasarkan kesepakatan standar dan parameter teknis dengan mengikuiti
persyaratan penawaran sebagaimana diatur dalam dokumen lelang.

3. (1) Perusahaan asing dapat diikutsertakan dalam prakualifikas
(2) Perusahaan asing yang lulus prakualifikasi berhak mengikuti lelang.
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(3) Dalam hal perusahaan asing tersebut memenangkan lelang, maka perusahaan

pel aksanaan pembangunan dan atau pengelolaan infrasgukt o din ‘. sesual
i ‘e": Dalam

Smg.
[11.DOKUMEN LELANG
Penanggung jawab wajib mempersiapk an m an do lelang kepada
semua peserta yang lulus prakualifikasi: K
1. Dokumen-dokumen lelang h %% men@ peraturan-peraturan
lelang dan harus menyertaka a@«g:
(1) Undangan lelang. @
(2) Petunjuk-petunj %&rm g mencakup:
u&n ' oy

a. Penjel ek, termasuk pernyataan yang jelas

tang tujuan, gli @aﬂl-hasilyangdiharapkan, masyarakat yang
ilayani, rare \ dan standar kinerja minimum dan standar
N \

osedur penyerehan penawaran, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi

penyerahan  penawaran, jaminan penawaran, dan masa berlakunya
penawaran, serta cara penyerahan penawaran yang diperkenankan;

c. Usulan waktu pembukaan penawaran;

d. Prinsip-prinsip penetapan dan penyesuaian tarif, ongkos, biaya, dan sewa;

e. Jaminan-jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab;

f. Kebutuhan akan suatu badan hukum terkait, jika ada;

g. Segjauh mana penanggung jawab dan/atau badan lainnya ikut serta di dalam
pembiayaan bagian dari proyek;

h. Bantuan atau usaha peningkatan yang akan diberikan oleh penanggung
jawab;

i. Tabel yang secara jelas mengindikasikan resiko yang akan dialokasikan

kepada penanggung jawab, pihak swasta, dan pemakai.
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(3) Formulir penawaran

(4) Syarat-syarat umum dan khusus yang akan diterapkan di dal

(5) Salinan pra studi kelayakan. S

(6) Sdlinan dari konsep perjanjian yang menggambar
(seperti: BOT, BOO, pemberian konses dan
konstruksi.

(7) Jaminan penawaran pro forma.

(8) Jaminan pelaksanaan pro forma. x@

i tambah elevan, seperti

data-data ekonomi, sosidl, ,Qdan g yang diperlukan

an; t‘ N
% s anab dianggap berguna bagi

penawar.
2. Penawaran d% dok& nnya ' kan oleh pihak penawar dan hal-hal

untuk menyempurnakan

(10)Dokumen lainnya 3

berhubu dengan pen harus dipersiapkan di dalam Bahasa

afau Bahasa |ngghiis\Apabila dalam pelaksanaan terjadi perselisihan,

ang dijadi »\- scuian adalah dokumen dalam Bahasa Indonesia.
ex:g‘

ertulis.

4. Semua penawar dapat diberikan waktu tambahan selama waktu yang disepakati
dalam Rapat Penjelasan Lelang (bidding conference) bila memang diperlukan
perubahan atas dokumen lelang.

5. Jaminan penawaran atas nama investor dibutuhkan dalam penawaran. Jumlah
jaminan penawaran akan mencerminkan jumlah kerugian yang akan ditanggung
penanggung jawab yang mungkin timbul, apabila penawar mengundurkan diri atau
gagal menandatangani perjanjian. Jumlah jaminan penawaran ditetapkan oleh
penanggung jawab.

6. Semua penawaran secara maksimal diusahakan menggunakan mata uang Rupiah

Indonesia.
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7. Dokumen lelang harus dengan jelas  mengindikasi
penyesuaian-penyesuaian terhadap pembiayaan proy% ei"ln
i ‘:@e“»‘ esuaian

mengindikasikan dengan jelas kejadian dan/atau kead
biaya diizinkan.

8. Dokumen lelang harus dengan jelas mengindikasikan bakwa p

harus memberikan jaminan kinerja di dal mulir jaminan bank atas nama
pemenang yang setara dengan 5% dari taksir ' jatan. Jaminan bank

dapat diperoleh dari suatu bank di

jawab dan harus memiliki maSake

pai d@

O
(1) Penyelesaian proyek 6Ky @
(2) 12 bulan vk ihulgi bero Q
9. Kecuali ditetgpkan lain,penyerah an paling sedikit 90 hari dari tanggal
umen.

Al X a.nnya

&tah waktu dan tanggal yang ditetapkan akan

tuk memperpanjang masa  berlakunya penawaran

emenuhi hal tersebut; penawaran mereka akan dikembalikan bersama-sama
dengan jaminan penawaran mereka.

12.Penanggung jawab akan mengadakan rapat penjelasan pra penawaran, tidak
kurang dari 21 hari dan tidak lebih dari 45 hari setelah dikeluarkannya dokumen
lelang.

13. Tanggal, waktu dan lokasi dari rapat penjelasan pra penawaran akan diberikan
kepada penawar di dalam petunjuk-petunjuk pelelangan. Semua perubahan waktu
dan lokasi dari penjelasan pra penawaran akan disampaikan melalui surat dan faks
kepada setiap penawar.

14. Tidak satupun ketentuan yang dinyatakan di dalam pertemuan penjelasan tersebut

akan merubah batasan atau penawaran dan kondisi dokumen lelang, terkecuali jika
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dibuat sebagai tambahan tertulis dari penanggung jawab. Penanggung jawab akan

mengel uarkan penjelasan tambahan secara tertulis kepada semua penawar.

yang cukup kepada penanggung jawab untuk mempert k& '
permintaan tersebut. Penanggung jawab mengirimkan pemberitahuan
tambahan secara tertulis kepada sefiap pen an Tim Evaluas
Pengadaan melalui faks atau media - lainnya. @

penilai ang hati-hati dan

af_ ternynologi dan kondisi dari

‘* (i (€ Uarkan oleh pemerintah atau
penanggung | janab\ tidak  bertanggung jawab atas
kesal ahan-kesal ahan salah pe ’-:%5{ dari pihak penawar yang berasal dari

at
kd Q\ gang disediakan oleh penanggung jawab.

pengenalan sepenuhnya ata

dokumen lelang atau

ereka setelah penawaran dibuka.

IV.EVALUASI PENAWARAN

1. Evaluas penawaran dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Setelah penawaran dibuka, diperiksa kesalahan perhitungan dan tanggapan
peserta terhadap dokumen lelang. Di dalam menilai tanggapan, penanggung
jawab  harus memastikan kesesuaian dengan segala terminologi dan
syarat-syarat dari dokumen penawaran tanpa modifikasi yang penting termasuk
antara lain semua jaminan yang diperlukan, obligasi sudah ada, telah dibububhi
tanda tangan, dan kepastian apakah dokumen-dokumen tersusun rapi.

Penawaran yang memiliki kesalahan perhitungan akan ditolak.
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(2) Semua penawaran kemudian dievaluasi untukQ ?’-Ee'.

penawaran-penawaran tersebut sepenuhnya sesuai d r
kinerja yang diperlukan: x
a Basic design minimal harus memenuhi ket teknis dan standar

lingkungan yang telah ditetapkan d okumen penawaran. Penelitian

a
lapangan harus menghasilk encan Y, at dan jadwal
pel aksanaan proyek harus dapat-dicapai;

Untuk pr% gaturan operasi dan

b. Pengaturan organisasi y |
pemeliharaan harus di K an
direncanakan %dw Haer.a yang telah ditetapkan;
c. Rencan ﬁ%;us I gan memperhitungkan semua
pembi aani&wsi pro goperasian awalnya. Perbedaan atau
ian % %ﬂ

' aggr menjamin Kinerja yang

idak keuangan menjadi dasar dalam menolak

enawaran. Jugadhar(s diperhitungkan ketersediaan biaya cadangan

dilakukan evaluas pembiayaanya:

a. Perbandingan dan evaluasi dari proposal keuangan harus dilaksanakan
dengan mempergunakan metode present value of financial discounting.
Tarif diskonto yang diterapkan di dalam evaluasi ini adalah tarif Sertifikat
Bank Indonesia untuk 3 bulan yang berlaku pada hari penawaran dibuka,
atau tarif lain yang disetujui oleh Tim Evaluas Pengadaan untuk evaluasi
keuangan proyek kerjasama swasta dan pemerintah;

b. Arus keuangan (financial flows) yang dipergunakan di dalam dokumen
penawaran harus sesuai dengan rancangan teknis minimum dan standar
pelaksanaan, perencanaan dan spesifikas yang tercantum di dalam

dokumen lelang;
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c. Arus keuangan dari semua penawaran akan dievaluas pada periode yang

sama (masa konses) sebagaimana disebutkan di dalam dokumen

penawaran akan didiskualifikasi;
d. Matauang yang dipakai padaevaluas pen |

e. Semua penawaran akan dinilai secara teliti,

semua perhitungan sudah dimasukkan, meliputi:
i Penempatan staff dan pemb @

yang berhubungan dengan izin teknologi;

‘:. 3 dan pajak-pajak yang lainnya.

al * pefmintaan dan tingkat pertumbuhan yang terdapat di

i: ;z dalam analisa adalah wagjar dan secara luas konsisten dengan proyeksi

permintaan dalam pra studi kelayakan dan/atau dokumen penawaran. Jika

proyeksi permintaan sudah tercakup sebagai bagian dari dokumen
penawaran, makaversi ini akan berlaku juga pada pra studi kelayakan;

g. Perhitungan tarif harus sesuai dengan yang ada dalam dokumen lelang;

h. Semua dukungan masyarakat yang termasuk di dalam proposal keuangan
harus secara jelas dan wagar diindikasikan dan dicantumkan di dalam
analisa;

I Jadwal pelaksanaan proyek harus konsisten dengan arus keuangan yang
terdapat dalam analisa keuangan;

j. Bahwa semua pembayaran hutang, pengaturan keuangan, bunga dan

amortisas hutang harus secara tegas diindikasikan dan dihitung dalam
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analisa keuangan;

kK. Sesuai dengan ha tersebut di atas, penangg

penawarannya memenuhi persyaratan, eval

yang membuat usulan pembiayaan:
I. Usulan tarif subsidi, ongkos biaya, sewa yang diusulkan dalam hal
Build Operate Transfer (B
Operate Transfer (DOT ehabili perate. Pransfer (ROT),

Rehabilitate Operate , ! sentuk lainnya yang
serupa yang menghasiik ’%“ ] lahdari nilai sekarang;
ii. Usulan jadwamam hal Buid Transfer (BT),
: ! N A

sfer ( ~Build Transfer and Operate (BTO),
tuk ya, yang menghasilkan potongan
o o -
N

ﬂw\,‘ kepada pihak penanggung jawab dalam hal

tuk-bentuk serupa lainnya yang menghasilkan

mum, maka pemrakarsa akan mendapatkan tambahan nilai dalam evaluasi tender

yang besarnya ditentukan oleh penanggung jawab, serta memenuhi ketentuan di

bawah ini:

a. Penawar telah mengajukan usul proyek kepada penanggung jawab atas inisiatif
pihak swasta tersebuit;

b. Penawar telah melaksanakan pra studi kelayakan yang menghasilkan proyek
yang tercantum dalam Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur;

c. Studi prakualifikas terbukabagi seluruh pesertalainnya;

d. Penawar telah lulus prakualifikas penawaran dan penawarannya telah
memenuhi persyaratan teknis,

e. Terdapat lebih dari satu penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.
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V. PENOLAKAN ATAS PENAWARAN S

1. Penanggung jawab dapat menolak penawaran-penawaran y,
mengadakan penawaran ulang.

2. Penawaran ulang didasarkan pada pertimbangan:

(1) Penawaran yang digukan tidak memenufipersyaratar’ yang ada di dalam
dokumen penawaran; atau %

(2) Persyaratan penawaran tidak dipenchi, dimana hany kurang dari dua
penawaran yang memenuhi S @

3. Jika hanya ada satu penaw i (§yaratcyang sesuai secara teknis,
dan penanggung jaw ) ; gadakan perjanjian dengan
penawar ter E% ' perfyl “mendapat  persetujuan dari Tim
Evaluasi Pen aan%elak ) *‘\Js osiasi dengan pihak penawar.

4, &S ter d NQ 3 akan memastikan bahwa penawaran itu

ribuk mendapIQterbaik bagi kepentingan masyarakat konsumen

g, Indonesia \Niggosias harus selesal sebelum penanggung jawab

Pengagiaan atas hasil negosiasi dengan pihak swasta.

~>BilaTim Evaluasi Pengadaan menyetujui perundingan dengan satu penawar yang

memenuhi syarat tersebut, maka semua penawaran lainnya akan ditolak.

Penawar sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilakukan oleh satu perusahaan

atau sekelompok perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan yang

mengajukan satu penawaran secara bersama.

Dalam masa 120 hari dari tanggal penutupan penawaran, penanggung jawab

menyerahkan kepada Tim Evaluasi Pengadaan untuk ditinjau lebih lanjut hal-hal

sebagai berikut:

(1) Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi penanggung jawab untuk membuat
perjanjian.

(2) Konsep perjanjian (yang belum ditandatangani) dengan pihak penawar, yang
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telah berhasil melalui seleksi.
8. Dalam 28 hari setelah penanggung jawab menyerahkangdok agaimana
diuraikan pada No. 7, dan bilamana Tim Evaluas Peng Ul proses
pelelangan dan mengetahui bahwa semua prinsi ro ebijaksanaan

pemerintah dalam lampiran Keputusan Presiden ini sudabwdipenuhi, Tim Evaluas

Pengadaan dapat menyetujui rekomendasi anggung~ jawab  atas hasil

pelelangan.
9. Tim Evaluasi Pengadaan tidak dapatrmengeluarkan persetyj agi proyek yang
‘:E o‘

tidak mengikuti ketentuan K eputiigan Pres derini. @
\ p% ©
VI.PENYEDERHANAAN PE OMPETITIF

a kurang dari Rp. 50 milyar,

1. Proyek-proyek infr
prosedur penalvarannyadapat dil

u dengan t

ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau

L &au Walikota) yang bersangkutan.

i? \Rw ar yang lulus prakualifikasi yang diperbolehkan untuk
2) Prakualifikasi akan dilaksanakan melalui proses yang transparan dan konsisten.
(3) Semua undangan untuk prakualifikas akan disampaikan kepada KADIN dan
INKINDO serta GAPENSI dan akan diiklankan pada:
a MassMedig
b. Media cetak, termasuk surat kabar, publikasi dagang; dan
c. Business news.
(4) Semua pihak yang telah menyerahkan dokumen prakualifikasi sebelum tanggal
penutupan penawaran akan dipertimbangkan, dan akan diberitahukan hasilnya.
(5) Sekurangnya lima penawar terendah akan diperkenankan untuk ikut serta di

dalam penawaran.

(6) Pembukaan penawaran akan dilakukan secara terbuka dan semua penawar akan
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diundang untuk hadir.

(8) Penanggung jawab akan melaporkan kepada

pelelangan.

VIIPROSEDUR PEMBERITAHUAN KEPA PENA
Setelah Tim Evaluas Pengadaan, atau 4& atau Gub Kepala Daerah

Tingkat Il menyetujui hasil pemilihampi & i;%

1. Hasil dari seleksi akan dipubfikasi seb. an kepada masyarakat;

2. Penanggung jawab ak m@@ua peserta lelang yang tidak

lulus, hasil ev i
3. Daam masa|14 hari ah dip
tertulis atas p ar yan|

mengajuk eberatan ‘er:Lo,s\‘
(3) di atal uasi Pengadaan akan memberikan keputusannya

tu 30 ha k{ ah tanggal penerimaan permohonan tersebut. Keputusan

im uasi Pengadaan tersebut bersifat final.
~~Dalam hal ada keberatan, penanggung jawab tidak dapat memutuskan sesuatu atas
proyek tersebut, termasuk menandatangani perjanjian dengan pihak pemenang,
harus menunggu sampai keputusan Tim Evaluasi Pengadaan dikel uarkan.

6. Setelah keputusan Tim Evaluasi Pengadaan dikirimkan kepada peserta yang
berhasil, penanggung jawab akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk menyelesaikan perjanjian dan selanjutnya memberitahukan kepada
pemenang agar memulai kegiatan.

7. Hak dan kewajiban para pihak dalam proyek kerjasama pembangunan infrastruktur
dijabarkan secara rinci dalam suatu perjanjian, sesuai dengan Keputusan Presiden
ini.

8. Perubahan dan penambahan ketentuan terhadap cakupan perjanjian dapat
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dilakukan sewaktu-waktu dengan kesepakatan bersama dengan memberitahukan
secara tertulis kepada pihak swasta dan sebaliknya. Penambahan atau pengurangan
pekerjaan akibat perubahan kontrak wajib disesuaikan dengan yerubahan biaya
proyek dan/atau waktu penyelesaian proyek.

NG

. MONITORING DAN EVALUAS &‘\

1. Penanggung jawab berkewagjiban atas administrasi an pelaksanaan
butan.

i d
proyek dan melaporkannya kepada Bappenas enam
2. Penanggung jawab berkewajiban m akan euan a pelaksanaan
pembangunan dan pengoperasiannya seti un, dan di leh auditor yang

independen.

jawab membuat

persiapan, pembangun

laporan penyelesaian pr \ erisikan saran-saran dan hal
lain yang dapat_dipeti 3 royek mulai dari laporan atas
fisiy

Pengadaan untuk mendapat pertimbangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



